SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf
Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Menetapkan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1273);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 970);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.
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BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas
beserta Perangkat Daerah sebagali unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Staf ahli adalah Staf Ahli Bupati Gunung Mas.
Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai
aparatur sipil negara yang bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM
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BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 4

Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan:
1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bagian Hukum,
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
membawahkan:
1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum; dan
2. Bagian Organisasi,
e. Bagian-bagian terdiri atas:
1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan
Kewilayahan; dan
b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah,
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
a) Sub Bagian Bina Mental Spritual; dan
b) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan
Kesejahteraan Sosial,
3. Bagian Hukum, membawahkan:
a) Sub Bagian Perundang-undangan; dan
b) Sub Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi
dan Informasi,
4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan,
membawahkan:
a) Sub Bagian Perekonomian, SDA dan Pembinaan
BUMD dan BLUD;
b) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
c) Sub Bagian Pengendalian, FEvaluasi dan
Pelaporan,

KABAG HUKUM} KASUBBAG
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5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
membawahkan:
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadan Barang dan
Jasa;

b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik; dan
c) Sub Bagian Pembinaan dan  Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa,
6. Bagian Umum, membawahkan:
a) Sub Bagian Protokol, Komunikasi dan
Dokumentasi;
b) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan,
7. Bagian Organisasi membawahkan:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata
Laksana; dan
c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

(I) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,
organisasi dan tatalaksana serta memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat
Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan
fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan
Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;

d. pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan
Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati.
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Paragraf 4
Tata Kerja
Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Bupati
dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Asisten.

(2) Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya
bertanggungjawab kepada Asisten.

(3) Subbagian pada Bagian dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat
Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi
secara vertikal serta horizontal baik dalam
lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai
dengan tugas masing-masing.

(5) Uraian tugas Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala
Bagian dan Kepala Sub Bagian selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
STAF AHLI

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 8

Susunan organisiasi Staf Ahli terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan; dan

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia.

{KABAG HUKUM] KASUGBAG |

b ’ R M,




Paragraf 3
Tugas
Pasal 9

Staf Ahli melaksanakan tugas memberikan telaahan
masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya:

a.

(1)

Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
hukum, politik dan Pemerintahan;

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan; dan

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan
mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Paragraf 4
Tata Kerja
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi
dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal
baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain
sesuai dengan tugas masing-masing.

Uraian tugas Staf Ahli selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

(1)

(@)
(3)

(4)

Pasal 11

Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana
dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional diatur sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[KABAG HUKUM] KASUBBAG
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BABV
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

(1) Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon
Sekretaris Daerah dan Pejabat Struktural Eselon Il
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung
Mas dalam pengangkatan dan pemberhentian kepada
Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim
Penilai atau Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan
aturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, serta pemegang
Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunung Mas diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah
mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas
berdasarkan aturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat
Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala
ketentuan mengenai Sekretariat Daerah dalam
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016
Nomor 379), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

N . T
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Pasal 15

Ketentuan mengenai:

a. bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Staf
Ahli tercantum dalam Lampiran I;

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala
Bagian, dan Kepala Sub Bagian tercantum dalam
Lampiran II; dan

c. Tugas dan Fungsi Staf Ahli masing-masing bidang
tercantum dalam Lampiran III,

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 475

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19651110 1199203 1 013
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR %2 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH
NO NAMA JABATAN TUGAS FUNGSI
1. | Sekretaris Daerah Membantu Bupati dalam | 1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
penyusunan kebijakan dan | 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat
pengoordinasian administratif Daerah;
terhadap pelaksanaan tugas | 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
Perangkat Daerah serta pelayanan | 4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara
' administratif. pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. | Asisten Pemerintahan Membantu Sekretaris Daerah dalam | 1. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan
dan Kesejahteraan penyusunan Kkebijakan daerah di | hukum;
Rakyat bidang pemerintahan dan hukum, | 2. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
dan pengoordinasian penyusunan kesejahteraan rakyat;
' kebijakan  daerah  di bidang | 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
| Kesejahteraan Rakyat. pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
’ 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pemerintahan dan hukum;
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pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesejahteraan rakyat;

penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur
di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan
yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Kepala Bagian
Pemerintahan

Melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan daerah,
pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi daerah.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
sama dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah;

penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan kerja sama dan otonomi daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

i e acl it i
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1) Kepala Sub Bagian
Administrasi
Pemerintahan dan
Kewilayahan

o

§ il I
12.

13:

penyiaan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
administrasi pemerintahan dan kewilayahan;

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang
administrasi pemerintahan dan kewilayahan;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat;

pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi Pimpinan Daerah;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, |
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah
kecamatan dan / atau kelurahan;

pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan,
kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota
kecamatan;

pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
penyusunan bahan  kebijakan pelimpahan  sebagian
kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;

penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.




‘ejo3] /uajednqey yejunewad uedunyduly

Ip yelee( Je¥SuBId UyYo[0 ueMnye[p SueA woZau  werep
yelsep ewes el1oy uesemeSuad uep ueeulquiad ueeuesyead
‘Jeloe  UBIULIQW ISBISOSE UED WNIO} ISelI[Ise] ueeuesyeod
{L1o8ou Werep yeloep ewes

el1oy [isey ejep uesnwniad uep uenepusduad ueeuesyelod
‘L1o8ou urerep ewes elioy eyep ueyejosuad ueeuesyead
‘1198au werep ewes eliay Sueplq

1p ueyeligey uesnwniod ueeuesyeed ueyeq uedeiduad
‘L1a8au

werep yeleep ewes eldy eljep ueyeoduad ueeuesyerad
‘11930u wrerep ewesel1ay 3uepiq 1p uexeliqay

ueeuesyead 1seneas  uep uenejuewad ueeuesyed
‘ierside] v1og3ue uep ueurdwid niyem rejue uenuediad
Isenswurupe sasoixd ISBUIPIOOY UEBp Iselise] ueeuesyelad
‘wnwn ueyIiwed ueeuesyead

uep uedersiod ISeUIploOy UBp ISBIISE] UueRUuEBSYE[ad
‘qeroe( ereday]

(PIAY) uereqer esey JIyyy uelode] ueyeq ueunsniAuad
‘qeise( ereday [3eM UBP yBIoR(

ereday nn) uep urz] uemsnduad Isel[Ise] ueeuesyeod
‘yeaoe(g ereday

[Pleam uep yeioe( ereday uenusyraquiad uep uejessuesuad
‘uensn8uad sosoixd 1SBUIPIOOY URP ISElISE} uBBuEBSE[R2d
‘qeroe(] jexsuered isesiuesio (NdS) rewrury

ueueiepd Jepuelg ueunsnAuad Isejise] ueeuesyeRd
‘(add<1) yeise(q UBYRIULIIW]

ueeregddus[eiuad uelode] ISBULIOJUIL undwryduow

‘(add) yereeq
ueyrluLowed ueeredduseiuad ueiode] ueyeq ueunsniAuad

Gl
k4!

el
¢l

11

0l

{eIsB(] [ouo}0)
uep eweg el1ay
uerdeq qng ereday (g




pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja
sama daerah dalam negeri; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat

| pelaksanaan

Melaksanakan penyiapan
pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian
tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan
masyarakat.

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
keagamaan, Kkesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

1) Kepala Sub Bagian
Bina Mental
Spiritual

penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan
dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan,;

penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka pengembangan sarana  peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan;
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15. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat
beragama dan lairan kepercayaan;

16. penyiapan bahan, dan melakukan pemantuan dan evaluasi
kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; dan

17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Kepala Sub Bagian |. 1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Kesejahteraan pemerintah daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
Masyarakat dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
Kes?jahteraan penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan
Sosial olahraga dan bidang pariwisata;

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan
olahraga dan bidang pariwisata;

3. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan  perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;

4. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan
olahraga dan bidang pariwisata;

5. penyiapan bahan penyuluhan dan sosialisasi program
transmigrasi kepada masyarakat;

6. penyiapan bahan kerja sama dengan penempatan
transmigrasi,

7. penyiapan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi
perpindahan transmigrasi,
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1 8. pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon transmigran;

9. pelaksanaan pemberangkatan dan  pengawal calon
transmigran dari asal transito kabupaten, provinsi dan lokasi
transmigrasi;

10. penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan
sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, Kelompok Masyarakat
dan individu atau keluarga;

11. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan hibah  dan bantuan sosial kepada |
Badan/Lembaga, Ormas, Kelompok Masyarakat dan individu
atau keluarga; dan

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Bagian Hukum | Melaksanakan penyiapan | 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perumusan kebijakan daerah, perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
pengoordinasian perumusan dan informasi;
kebijakan daerah, pengoordinasian | 2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan |
pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
daerah, pelaksanaan pemantauan serat dokumentasi dan informasi; _
dan evaluasi di bidang perundang- | 3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
undangan, bantuan hukum dan perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan
dokumentasi dan informasi. hukum serta dokumentasi dan informasi;

4. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum  serta
dokumentasi dan informasi; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.




1) Kepala Sub Bagian

penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah; ‘

Perundang- 2. pelaksanaan harmonisasi dan singkronisasi produk hukum |
undangan daerah;
3. penyiapan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses
penetapan Peraturan Daerah;
4. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
5. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
6. penyiapan bahan  administrasi pengundangan dan
autentifikasi produk hukum daerah;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk
hukum daerah; dan '
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Kepala Sub Bagian 1. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam
Bantuan Hukum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, inventarisasi dan
Dokumentasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan
Informasi , perundang-undangan,;

| 2. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan
pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur
pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam |
maupun di luar pengadilan;
3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam
penanganan perkara hukum;
4. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
5. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum(legal opinion);
6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
4_ penanganan perkara sengketa hukum; dan
7. Menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
8. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum;
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penyediaan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk
hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan
lainnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

| Asisten Perekonomian
dan Pembangunan

Membantu Sekretaris Daerah dalam
penyusunan kebijakan daerah dan
pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa.

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa;

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa;

penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang
dan jasa;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengadaan barang dan jasa;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam
dan administrasi pembangunan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa
yang berkaitan dengan tugasnya.

T L T e e e e, =

---- KASUBBAG 1

s




= i =

a. Kepala Bagian
Perekonomian dan
Pembangunan

' penyusunan program, pengendalian
| program

Melaksanakan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pembinaan BUMD
dan BLUD, perekonomian dan
sumber daya alam serta bidang
dan evaluasi
pelaporan.

dan | 3.

. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kkebijakan

daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian, dan sumber daya alam serta penyusunan
program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD,perekonomian, dan sumber daya alam serta

penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi
dan pelaporan;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yng tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi
bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan,
pelaporan, analisis dan pengkajian pembangunan Daerah;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber
daya alam; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.
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1) Kepala Sub Bagian
Perekonomian,
SDA dan
Pembinaan BUMD
dan BLUD

10.

penyusunan bahan dan data serta analisa pengembangan

pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan
perdagangan;

. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan
pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan
perdagangan;

penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman
umum Kkegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,
peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan
lingkungan hidup;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,
peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan
lingkungan hidup;

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan,
energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan,
energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah;

penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerah;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;




o

" {

- DVERNSYY |WANNH OVEY>

i
|
1

‘qereep ueunduequad SasE UBN3UBqUIDSUIW BYJURI

werep ueunduequoad weirdord ueunsniuad ueeuesyead
‘qetoep ueunguequad wreidord ueunsniuad

ex8uel we[ep ISBUIPIOOY UBpP ISeSs[RIsOS ueeuesyead
‘yeteep ueunduequad werdoxd sejdiaurs ueunsniuad
ex8uel werep eisems yeyld elI10s ure] ejoy uodjedngesy uep
isunnoixd ‘Jesnd yejunowad ueduap Iseulplooy ueeuesyead
‘gqeseep ueunduequad wrerdoid ueunsniuad ueeueserad
snfunjad uep s} nfunjad ‘uewopad ueunsniuad
‘yetoep ueunduequad werdoxd

uesdersrodwaw ex3uel werep uedeligay ueyeq ueunsniuad
‘qetoep ueungduequad werdord ueunsniAuad

uejerday eueduar  ueydeissiodwow < uep  ueunsniuad

wreadold
ueunsniuayd
ueideqg qng ereday (g

‘ueurdunid yajo uesueqip 3ued ure| iIsdunj ueeueserad

uep {dnpry uedun3ul] uep

[elounu eAep laquins Sroud ‘ueueyuad ‘ueyeuralad ‘uedued
ueueyeldy ‘ueungodtad ‘ueruelrad elies ueduedeplad uep
‘aemnsnpunad ‘IWHAN ‘Iseradoy ‘eyesmired ueduequoduad
Sueplq 1p ueeuiquad uep Isejise}]  ueeuesyepd
‘ueduedepiad uep

‘aernsnpunad ‘WMINN ‘Iseradoy ‘eresmiied ueduequaduad
uerodejad uep 1seneas  ‘uenejuewad — ueeuesyead
¢ eyres ueduedepiad uep ‘uerLnsnpurnad

‘TN N ‘1seradoy ‘eyesmLtred ueduequeduad wnwn uewopad
uep ueeuesye[ad nfunjaed ueunsniAuad ueyeq ueunsniuad
‘dnpry

veSuny8ur] uep [elUIW eBABP Joquns I31oud ‘ueuesLad
‘ueyeurslad ‘ueSued ueueyelay ‘ueungodted ‘ueruelrad
ueleidoy ejres ueduelepiad uep ‘uernsnpurad  CIMNAN
‘iseredoy] ‘ejesmured ueSuequiaduad uejeidey ueeuesye[ed
depeyta) 3rexlIal Isuejsul ueSuap Iseulplooy ueeuesyead

Gl

hd!

€l

Kq!

11

Im.ﬁl




‘ersems undnew yejunawad edequid]

ys[o req ueunduequwead wesdord sejdiouls uelfepusduad
‘eysems undnew yejunrowad edequual

yo[o >req ueunduequead wesdord sejidiouls ueifepusduad
‘yeroep ueunduequad

ureigoid 1senjeas uep Suriojiuouwr ueeuesye[ad ex3uel Weep
ISelI[ISe] UBp ISEUIpIoO ueeuesyead uep ejsems undnew
yejuowad yoro req ueunduequiod weidoid ueeuesyerod
jegqn{e ueISniey uep oisal Jeydun dueindusw eIuel
werep eyrd redeqroq uedusp ISBUIPIOOy ueeuesye[ad
‘qeteep ueunduequad weidord isenreas

uep Suuojiuow ueeuesye[ad nfumjad uep smuxal nlfunjad
‘aewiopad ueunsniuad uep yeireep ueunguequad weidord
ueirepuaduad ex3ue:r weep ueunduequad ueeuesyerad
sinfunjad uep smuyal >nfunjad ‘uewopad ueunsniuad
‘yersep ueungduequod

weisoid ueeuesyead uelodejad uep Sunojiuow ueeuesyed
‘qessep ueunguequad weidoixd ueduap rensas ueunsduequad
1ege eisems undnew yejuuawad yoa[o ueyereddusjasip Sueid
veunduequad uernepuaduad uexeliqey ueyeq ueunsniAuad
‘yereep ueungduequad werdosd uesodead

uep Suuioyuow euedual ueunsniAuad uep ueunduequad
wesdoid uenepuaduad uejeidoy euedual urunsnAuad

ueiode[od

uep I1sen[eay
‘uelrepuadUuUdd
ueideg qng ereday]

‘weurdwid yajo uesuaqip 3ueA ure] iIssunj ueeueserad

uep ‘{yeiraep ueunduequad

weidord uerodead uep 1seneas ‘Suniojiuowr ueeuesyead
‘yeisep

uveunSuequiod werdord uereoue[ey ex3uel werep ure] yeyrd
ueIdniay uep oxisal dueinduaw exsduel weep ueunduequad
weiSoid ueunsnduad ISBII[ISE] UBP ISBUIpPIOOY ueeuesye[ad

I¢HI




e

2

|

-

(&}

<

[54]

mn

Asvi fnXNH ovavy!

“eAusedny
ueduop uejeyMIaq Sued ueunduBqUWdJ UBP UBIWOUOMNAId]
uolsISY Uo9[0 ueNuRqIlp Jued ure] 1sSuny ueeuesyead

uep ‘esel uep Suereq ueepeduad ISexoApE UuEp ueeUlqUAd
SruoIyole eIedas ueepeduad ueuede] uee[opduad ‘esel uep
suereq ueepeduad ueejoeduad Suepiq Ip yeioep jexduetad
sedny ueeuesyepd ueiseurpiooduad ueyeq uederfuad
‘esel uep Suereq ueepeduad 1sex0OApPE UED

ueeulquad ‘YIuolldse viedaes ueepeduad ueueie| ueejopduad
‘esel uep Suereq ueepeduad uee[ojpduad Juepiq 1p yersep
ueseliqaey uesnwniad uerseurpiooduad ueyeq uederdfuad
‘esel uep Suereq ueepeduad

iIsexoape uep ueeuliquad ‘IUoIdo[e eIedas ueepeduad
ueueie] ueejoaduad ‘esel uep 3uereq ueepeduad ueejoeduad
dueplq 1p yereep ueyeliqey uesnwniad ueyeq uederluad

B!

“esel uep Suereq ueepeduad ISB)OAPE
uep ueeulquad YIUOINI[@ BIBISS
ueepeduad ueuele] ueeoeduad ‘esel
uep Suereq ueepeduad ueeloduad
duepiq 1p Iseneas uep uenejuewad
ueeuesieRd ‘qeraep
sesn] ueeuesyed uelseurplooguad |
‘qersep ueseliqay uesnuwniad
ueiseurpioosuad ‘yeseep uexeliqay
uesnwniad uedeifuad uesfeuesyePRN

reyduerad |

BSe[ uep
duereg ueepedusd
ueideq ereday 'q

‘ueurduwid ysjo ueyuaqip Sued ure| 1ssunj ueeuesye[ad

uep ‘{yesoep ueungduequad ureidoid uexeliqay uesnwniad
ueyeq redeqes ueliodead uep 1senieas [isey ueunsniAuad
‘qelsep ueunsuequad weidoxd

ueeuesye[ad 1senjeas [iIsey ejep ueyiledusur uep ueyejoduad
‘qeroep ueunduequad

uresdord  1seneas  uep  JulIojluow  UBNWI}  [ISeY
nnfuepjepuruswl Uep ISEpuLaWONal unsniuaw ‘uejereouad
‘ueunsuequad weidold ueeuesye[ad uerepuaguad

exduel werep Isejqise] uep ueeulquad ueeuesyead

Tl |

11

01

Im.ml




. b

OvEansy) [WNYNH ovav v
‘ueurdund ysjo uedLaqip sueA ure| 1Issunj ueeuesyed ‘g4
uep ‘ueepeduad
rsey esel/Suereq uswelfeuewr 1seunojur  uee[opsuad g
enuoy iIseusiojul ueeopsuad
‘sen| jexeredsew epeday yeluLswoad
esel/duereq ueepeduoad 1seuniojur ueuedeed ueeuesyed 'g
‘rEdMN Yyoro ueyningip
Sued 1seuniojur  wajlslis  ueduequasuad  ueeuesyeERd ‘¢
{IseuLIojul
walsis uesuequasuad ueyningay ueisexynuapiduad
‘esel/3uereq ueepeduad 1seUWLIOJUI WIISIS Yyninjas eundduad
ISeyjLIaA uep Iseijsidor ueeuesyyead iseliise] ueeuesyepd ‘¢
S{IUOII[2 BIBIIS
yejunowad esel/Suereq ueepeduad ueuedejad ueeuesyepd ‘g MIUOIN3[2 BIBIAS
‘eAuinpiniseul uep (Iuod)ya[e BIBIIS ueepedus ueueie]
ueepeduad wolsis eungdduad unye 3nseuwd)) esel/Suereq uee[o[a3uad
ueepeduad 1seuniojur walsis yninas ueejoeduad ueeuesyed | ueideg qng ereday (g
‘ueurdund ya1o uesLaqip sueA ure] 1Isdunj ueeuesyeRd ‘g
uep ‘yejuuowed esel/Suereq
ueepeduad ueeuesyead 1senfeasdusw uep uenejuewad g
‘yeiunowad esel/3uereq
ueepeduad yenuoy ueeoeduad uep ueeuedualad njuequid)y .
‘Te103¥as /1ex0]
jqruoaixa[e 3orerey ueejoeduad uep ueunsniAuad ueeuesyed -9
‘esel/3uereq eipaiuad ueyiuad ueeuesyed ‘g
-ueyynInqIp
Sued 1sewojur uep eAuure] Sunynpuad UIWNNOP ¥BIIISIQ
ueyipiwad uswnyop ueeojeduad uep uedeifuad ueeuesyeEpd ‘4 BSer uep
‘esel/3uereq ueepeduad 1393e13s urunsniuad ueeuesyepd ¢ duereg ueepeduad
‘esel/3uereq tesed sisieue uep jaosu ueeuesyed ‘g uee[o[a3uad
‘esel/Suereq ueepeduad joxed 1sesurejuaaul ueeuesyeRd | uerdeg qng ereday (1

i@.ﬂl




- 17 -

3)

Kepala Sub

Bagian Pembinaan |

dan Advokasi
Pengadaan Barang
dan Jasa

!

o

g0 = Pvn

\0

10.

1k

12.

pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan
barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan
barang/jasa dan personel UKPBJ;

pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan
pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan pembinaan hubungan dengan para pemangku
kepentingan;

pelaksanaan  pengelolaan dan  pengukuran  tingkat
kematangan UKPBJ;

pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;

pelaksanaan pengelolaan personil UKPBJ;

pelaksanaan pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
pelaksanaan fasilitasi implementasi standarisasi layanan
pengadaan secara elektronik;

pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah
provinsi, kabupaten/kota. Dan desa;

pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog,
e-monev, SIKaP;

pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui
mediasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

[
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Asisten Administrasi
Umum

Membantu Sekretaris Daerah dalam
pelaksanaan kebijakan, penyusunan
kebijakan daerah dan
pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan.

pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan
komunikasi pimpinan;

penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang organisasi;

penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
umum, protokol dan komunikasi pimpinan,;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebjakan daerah di
bidang organisasi;

penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN
pada instansi daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Kepala Bagian Umum

| tangga

Melaksanakan penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan
pemantauan dan evaluasi di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah
dan perlengkapan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga dan perlengkapan, bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, stah ahli dan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasij;;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
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1)

Kepala Sub Bagian
Protokol,
Komunikasi dan
Dukomentasi

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan
tamu Pemerintah Daerah;

penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

penginformasian jadwal dan kegiatan pemerintah daerah;
pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkiat
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;

. pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang

penyampaian informasi tertentu;

memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak
terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan
pimpinan;

penghimpunan dan mengolah informasi yang bersifat penting
dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

penyiapan dan menggandakan bahan materi rapat;

penyiapan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
penyusunan naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

penyusunan notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

pemfasilitasian peliputan media terhadap kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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2) Kepala Sub Bagian 1. perencanaan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan
Keuangan dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat
Kepegawaian Daerah;

2. penyusunan dan melaksanakan kebijakan anggaran,
perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan
Sekretariat Daerah;

3. pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan,
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di
lingkungan Sekretariat Daerah;

4. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan
Sekretariat Daerah;

5. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan
pertanggungjawaban;

6. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan,
anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat
Daerah;

. pelaksanaan sistem pengendalian internal;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan,
anggaran dan peratnggungjawaban di limgkungan Sekretariat |
Daerah; dan
9. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang

meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan
rapat-rapat dinas;

10. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengeloalaan administrasi perkantoran yang meliputi
keguatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan
rapat-rapat dinas;

11. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; dan

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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3)

Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga
dan Perlengkapan

pelaksanaan urusan rumahtangga Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

pelaksanaan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan
minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, tamu
Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;

pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana
dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor dilingkup
Sekretariat Daerah;

pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;
pelaksanaan kebjakan pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah
serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga
kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah
dan Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat Daerah;
pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta Sekretariat Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Bagian
Organisasi

| Melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di

jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana, dan kinerja dan reformasi

bidang kelembagaan dan analisis |

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan

KABAG HUKUM

KASUBBAG
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reformasi birokrasi;

|
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birokrasi.

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1) Kepala Sub Bagian
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

penyiapan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK);

penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi
jabatan organisasi perangkat daerah;

penyusunan bahan evaluasi kelembagaan perangkat daerah
dan unit pelaksana teknis daerah;

penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi
jabatan;

penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan
organisasi perangkat daerah;

penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Kepala Sub Bagian
Pelayanan Publik
i dan Tata Laksana

penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam
kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
penyiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di
bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit
kerja/organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah;

pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar
Pelayanan Publik:

penghimpunan dan memfasilitasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat
Daerah;

penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;

e T —
ADA, L et
“ADAG HUKUMS
b

)I,/‘;ﬁ“w




-23-

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan
publik; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Kepala Sub Bagian
Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

N

AN U

penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan
reformasi birokrasi,

penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Kabupaten;

penyusunan peta jalan (road map) reformasi birokrasi;
pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akutanbilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG
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. pelaporan dan pengoordinasian hasil pelaksanaan tugas

kepada Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis
melalui Sekretaris Daerah;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan

pelaporan untuk bahan Bupati dalam mengambil kebijakan
dan keputusan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
Bupati sesuai dengan bidangnya; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

bidangnya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan

Membantu bupati dalam
memberikan telaahan
mengenai Ekonomi,
Keuangan dan
Pembangunan; dan

. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan Kkebijakan

Daerah bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagai
bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

2. penyusunan telaahan berupa saran dan pendapat Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan kepada Bupati baik diminta atau
tidak diminta, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam
mengambil kebijakan di bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan,;

. pemberian pemikiran dan pertimbangan Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan baik tertulis maupun langsung
kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam
mengambil kebijakan di Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan;

. perwakilan Bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan di Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan berdasarkan perintah
tertulis / penugasan oleh Bupati;

. pelaporan dan pengoordinasian hasil pelaksanaan tugas kepada

Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Sekretaris
Daerah;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan

pelaporan untuk bahan Bupati dalam mengambil kebijakan dan
keputusan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

bidangnya.




Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia

Membantu bupati dalam
memberikan telaahan
mengenai kemasyarakatan
dan sumber daya manusia.

. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan

Daerah bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil
kebijakan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia;

. penyusunan telaahan berupa saran dan pendapat Bidang

Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kepada Bupati
baik diminta atau tidak diminta, sebagai bahan pertimbangan
Bupati dalam mengambil kebijakan di bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia;

. pemberian pemikiran dan pertimbangan Bidang

Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia baik tertulis
maupun langsung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan
Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia;

. perwakilan Bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan di

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
berdasarkan perintah tertulis / penugasan oleh Bupati;

. pelaporan dan pengoordinasian hasil pelaksanaan tugas kepada

Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis melalui
Sekretaris Daerah;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan

pelaporan untuk bahan Bupati dalam mengambil kebijakan dan
keputusan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

bidangnya.

BUPATI GUNUNG MAS,
ttd

JAYA SAMAYA MONONG




